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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan
Pemerntah Nomor 43 Tahun 2074 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Miik Desa perts menetapkan Peraturan Bupati
terdang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan Dan Evaluasi Alokasi Dana Desa d Kabupaten
Sumba Barat:

Undang Undang Nomor 89 Tahun 1958 fentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat N dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat |
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republk indonesia Tahun 1958 Nomor 922, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 1655):

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik hdonesia Talun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5495) sebagaimana
lelah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran MNegaa Republk Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
ndonesia Nomor 6841);

Undang— Undang Nomor 23 Talwm 2014  tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 5587) sebagamana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang MNomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja {Lembaran Negaa Repubik Ihdonesia Tahun 2022
Nomaor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
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Peraturan Pemeintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
lembaran Negara Republk hdonesa Tahun 2014 Nomor 123
Tambahan Lembaran Negara Republik hdonesia Nomor 5539),
sebagamana telah diubah beberapa kak, tercskhir dengan Peraturan
Pemerntah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Mik Desa
(Lembaran MNegara Republik Indotesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik hdonesia Nomaor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomaor 80 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dart Anggafan Pendapatan dan Belanja Negara
{L.embaran Negara Republk indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubsh beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peratran Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dafi Anggaran Pendapatan
dan Belanja MNegara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomoer 57, Tambahan Lembaran Negara Republk
indonesia Nomor 5864);

Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 811);

Paratwan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik ihdonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara
Republk hdonesia Tahun 2022 Nomor 860);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 fentang

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tatwm 2022 Nomor 1456);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 201 /PMK 7/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 5 Tahun 28345 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah KabupatenSumba
Barat Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tatun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat
Tahun 2022 INomor B);

Peraturan Bupati Sumba Barat Nomer 51 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Dserah Kabupaten Sumba Barat
Tahun 2022 Nomor 51}



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,

PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
ALOKASI DANA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal i

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
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Daerah adalah Kabupaten Surmba Barat.

Pemerintah Daerah adalab Pemerintah Kabupaten Sumba Barat,

Bupati adalah Bupati Sumba Barat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD sadalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerwmtah Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB
Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yarg dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

Alokasi Dasar adalah standar minimal Alokasi Dana Desa vang akan
diterima oleh setiap Desa, yang besarannya dihitung dengan cara 90%
[sembilan puluh persen) dari Alokasi Dana Desa Kabupaten dibagi dengan
jumlah Desa di Kabupaten.

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan
jumiah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan
tingkat kesulitan geografis Desa d Kabupaten.

Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah
rekening tempat penyimpanan uarg daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung sefuruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa, yang selanjutnmya disingkat RKD, adalah rekening
tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada
bank yang ditetapkan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayalt yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam Sistern Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
Kepentingan Masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga vyang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah
Desa dalam memberdayakan masyarakat.
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Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjuinya disebut KG Desa,
adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa
berdasarkan  variabe]  ketersediman  pelayanan  dasar, kondisi
infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, vang
selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan
scbagai mitra kerja Pemerintah Desa dan Organisasi kemasyarakatan
lainnya, yamg berfungsi scbagai fasilitator, perencana, pelaksana,
pengendali dan penggerak di Desa untuk terlaksananya program PKK.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM
adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat
sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan
aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang Permnbangunan.

Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian kerja
Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui Musyawarah
pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah Desa.
Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang
dibentuk melalyl musyawarah rmasyarakat setempat dalam rangka
pelayan pemerintahan dan kemasyaraksetan yang ditetapkan oleh
pemerintah Desa

Pos Pelayanan Terpadu yang selanjuinya disebutPosyandu adaiah salkahb
satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakatyang dikelola
dan diselengpgarakan dar, cleh, untuk dan bersama masyarakat dalam
penyecienggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan
masyvarakat dan memberikan kemudshan kepada masyarakat dalam
memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan
argka kematian ibu dan bayi

Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah upaya
peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran ibu serta
angeota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya
melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta
moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota
keluarga lainnya dengan anak balita yang merupakan bagan dan Pos
Pelayanan Terpadua.

BAB II
PENGANGGARAN
Pasal 2

Pemerintah Daerah menganggarkan Alokasi Dana Desa {ADD) dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setitap Tahun;

ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% {sepuluh
persen) darl dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus;

ADD urtuk selwruh Desa Tahun Angpgaran 2023  sebesar
Rp. 39.209.115.250,- {Tiga Pulith Sembilan Milar Dua Ratus Sembilan
Juta Seratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiahj
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ADD dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

a alokasi dasar;

b. alokasi formula yang dihitung dengan memperkatikan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tngkat kesulitan
geografis desa setiap desa ; dan

c. alokasi Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan
operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 3

Pengalokasian ADD untuk setiap Desa Tahun Angparan 2022
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan cara, Alokasi
Dasar sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari ADD Kabupaten Sumba
Barat dibagi rata ke setiap Desa dan Alokasi Formmula  sebesar 10%
(sepuluh persen} dari ADD Kabupaten dibagi ke setap Desa dengan
memperhatikan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,
dan Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan darn Peraturan
Bupati ini;

Penghitungan Alokasi Formuia sebesar 10% (sepuluh persen) yang akan
dibagi ke setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan forrmula sebagai berikut:

A¥Dean= L[D,IU* Z1] + (0,50* Z4 + (0,15* Z3) + {0,25* Z4)}*AFkab
Keterangan:
AFbesa = Alokasi Formula sebap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa Kabupaten

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa Kabupaten.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah
Desa Kabupaten.

Za = Rasio IKG Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten

AFxat = Alokasi Formula Kabupaten.

Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayvah, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemernntahan di bidang
stabstik,

Pasal 4

Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditetapkan oieh Menteri
Keuangan.
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BAB II1
PENYALURAN
Pasal 5

Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas
Umum Daerah ke Rekening Kas Desa pada rekening Bank yang ditunjuk
oleh Bupati;

Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan scbesar 1/12 dari besaran ADD
setiap Desa;

Penyaiuran ADD bulan pertama dilakukan setelah Pemerintah Desa
menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa dan menyampaikan APB
Desa kepada Bupati;

Penyaluran ADD butan kedua dan bulan berikutnya dilakukan setelah
Pemerintah Desa menyampaikan Leporan Realisasi Anggaran bulanan

dan Laporan Posisi Kas sebagaimana diatur dalem Peraturan Bupati
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Rincian ADD yang diterima Desa setiap tabun dianggarkan dalam APB
Desa.

BAB WV
PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 6

Prioritas penggunean ADD untuk membiayat pelaksanaan program dan
kegiatan:

8. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

Prioritas Penggunaan ADD scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah Desa diruang publik
atau dipapan pengumuman Desa yang dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 7

Prioritas Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1}
huruf a dan huruf b, digunakan untuk pemenuhan kebutuhan antara
lain :

1. bidang penyelenggaraan pemnerintahan desa :

Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
Operasional Pemerintah Desa;

Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga,

Honorarium tenaga administrasi Desa;

pendataan Desa;

penyelenggaraan musyawarah Desa;

pengelolaan informast Desa;

penyelenggaraan perencanaan Desa;

penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan
Desa;

k penyelenggaraan kerja sama antara Desa;

l Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
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dan prasarana kantor Desa;



m Peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkatnya berupa
pelatihan, studi banding, bimbingan teknis; dan
1. kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya yang sesuai
dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. bidang pembinaan kemasyarakatan desa :

pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

pembinaan kerukunan umat beragama;

pengadaan sarana dan prasarana olahraga;

pembinaan lembaga adat;

pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan

kegiatan pembinaan kemasyarakatan lamnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa,

(2 Pemenuhan kebutuhan prioritas pengpunaan ADD  sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} dianggarkan dalam APB Desa dan ditetapkan
dengan. Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 8

{1} Penghasilan tetap, tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan setiap bulan
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

(2) Besaran Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sumba Barat dalam 1 {satu)
Tahun Anggaran.

e AD R

Pasal 9

(1} Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b diberikan setiap bulan sejak tanggal peresmian sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

(2) Operasional BPD dianggarkan dalam APB Desa vang digunakan untuk
membx ayai fungsi, fugas, kewajiban dan kewenangan BPD.

(3) Usulan rencana biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), disusun dan disampajkan secara tertulis kepada kepala desa
untuk dialokasikan dalam Anggasan dan Pendapatan Belanja Desa setiap
tahun.

Pasal 10

Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 7 huruf c
digunakan untuk membiayai fungsi tugas, kewajiban dan kewenangan
Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 11

(1) Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pelaksanaan tugas
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan  pembangunan,
Pembi naan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Desa
mengangkat Tenaga Administrasi Desa sesuai kebutuhan,

{2) Honor Tenaga Administrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam APB Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa,

(3] Honor diberikan setiap bulan sejak tanggal pengangkatan sesuai ketentuan
peraturan perundang undangarn.

{4} Besaran honor Tenaga Administrasi Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] di atur dalam Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala
Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkar Desa dan
BPD.



Pasal 12

Pembinaan lLembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a, antara iain :

biaya operasional;

bantuan insentif pengurus;

peningkatan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan Desa; dan
kegiatan lainnya wuntuk mendukung upaya pembinaan Jembaga
kemasyarakatan Desa.

oo g

Pasal 13

(1)Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a
diberikan kepada Tim Penggerak PKK Desa dan dapat diberikan kepada
Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya;

(2y Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dianggarkan
dalam APB Desa

Pasal 14

(1) Bantuan Insentif Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf b, diberikan kepada Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang
secara operasional mendukung pelaksanaan pembinean Kemasyarakatan
Desa antara lain LPM Desa, Ketua RT dan Ketua RW.

(2) Bantuan Insentif Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam APB Desa.

(3) Bantuan Insentif Pengurus diberikan setiap bulan sepk tanggal
pengukuhan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Besaran Bantuan Insentif Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati,

Pasal 15

Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf ¢ dalam bentuk pelatihan/ workshop
dan/atau kegiatan peningkatan kapasitas lainnya.

Pasal 16

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Desa sebagaimana dimaksud
dalamm Pasal 12 huruf b, dalam bentuk :

Tim Penyelesaian Masalah Sosial di Desa;

Pertemuan/rapat/ sosialisasi;

Bantuan Insentif anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas);

Kegiatan lainnya untuk mendukung upaya Penyelenggaraan Ketenteraman
dan Ketertiban Desa,

apop

Pasal 17

(1) Bantuan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf ¢ diberikan
kepada 20 {(dua puluh) orang anggota Perlindungan Masyarakat di setiap
Desa dan dianggarkan dalam APB Desa;

(2) Bantuan Insentif diberikan setiap bulan sejak tanggal pengukuhan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;



Pasal 18

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya diluar
daftar kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini dengan syarat
kegiatan-kegiatan yang dipilih harus :

a

h

(1)

(2)

()

{2

(3)

(1)

(3

fercantwn  dalam  Peraturan Bupati  tentang Daftar Kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan
hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; dan

termasuk dalam lingkup urusan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan
Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Pasal 19

Selain pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal € ayat (1), ADD dapat digunakan untuk membiayai Bidang
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa setelah
mendapatkan persetujuan Bupati pada saat evaluasi APB Desa.

Program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1], berdasarkan program dan kegiatan
yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten
Sumba Barat Tahun Anggaran 2022

BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20
Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan Alokasi DPana Desa secara
teknis dilaksanakan oleh Tin Pembina tingkat Kabupaten dan Tim
Verifikasi tingkat Kecamatan.
BPD melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Desa tentang
APBDesa
Pengawasan Fungsional dilhkukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba
Barat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BABVI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 2]

Pertanggningjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggung

jawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungiawabannya adalah

pertanggungjawaban APBDesa

Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui

perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa.

Bentuk pelaporan kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari

Alokasi Dana Desa {ADD] yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan

penyerapan Alokasi Dana Desa yang terdiri dari :

a Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan
ADD dibuat secara rutin paling lambat tanggal 15 setiap bulan, adapun
yarng dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan
realisasi belanja ADD; dan

b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan paling lambat minggu
keempat bulan Februan tahun anggaran berikutnya.



(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b,
dilaksanakan secara benenjang yailu dari Tm Pengelola Kegatan Desa/Tim
Swakelola yang diketahui oleh Kepala Desa disampaikan kepada Tm Verifikasi
Alokasi Dana Desa tingkat Kecamatan.

(5) Berdasarkan laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), T Verifikasi ADD
tingkat Kecamatan membuat laporan rekapan dari seluruh laporan tingkat desa
diwilayahnya dan secara bertahap dilaporkan kepada Tm Pembina ADD tingkat
Kabupaten, yang selanjutnya oleh Tim Pembina tingkat Kabupaten dilaporkan kepada
Bupati.

BAB M|

SANKSI
Pasal 22
(1) Bagi desa yang mengelola Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku berdasarkan monitoring dan pertimbangan Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat
dan Inspektorat Kabupaten Sumba Barat, dikenai sanksi berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Sanksi sebagaimana ayat (1) diatas, dapat berupa:

a. Bagi desa yang pencairan ADD nya tidak dapat mencapai 100%, maka ADD tahun
berikutnya akan dikurangi sejumiah SILPA.
b. Penundaan penyaluran ADD bagi desa yang :

1. Terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ)
2. Sudah membuat/mengirimkan SPJ namun belum lengkap bukii pendukungnya.
3. Tidak tertib administrasi.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikgbubak
pada tangaal .21 Tonuar 2013

BUPATI SUNSEA BARAT
ttd

YOHMMIS DADE
Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Waikabubak

pada tanggal, 2 Janvati 4013
SEKRETARIS DAERAH /
KABUPATEN SUMBA BARAT.

AGU SE. JAHA SH
ttd Pembina Tk. I - IV/b

YERMIA NDAPA DODA KiP. 19690824 200312 1 006
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

SALINAN

NOMOR o TaW U 908
TANGGAL : 2 Jgonuagt
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN
DAN EVALUASI ALDKASI DANA DESA
No NAMA DESA ADD DBHP ADD+ DBHP
I | TANA RIGHU 10.548.889_154 114.012.900 11.062.902.054
1| Loko Ry 652 848 953 6.334050 B59183.003
2 | Lol Wano &21. 768953 6334050 6§28, 103.003
3 | Mulata 630348 653 6334 050 6366683003
4 | Ngadu Pada 615348 853 6334050 621683003
5 | Lingu Lango 626 568952 6.334050 €32.903003
8 | Kamka Nduku 615.648. 952 8334050 621,983003
7 | Wano Kesa 621.648 8953 6,334 050 627 983.003
& | Wae Faiola 6801882 553 6.334050 B00. 218603
8| Zala Kadu 624 45 853 6.334050 630683003
10 | Bondo Tera B34 348 953 6. 334050 B30.683003
11 | Manu Kuku 805 948 953 6334050 §18.283.003
12 | Lolc Tana 564.082.552 6.334050 570.416.803
13 | Kareks Ndulu Utara 581 682553 6334.050 588,018.603
14 | Kamka Nduku Selaian 587848 853 & 334050 804283003
15 | Manu Mada 611, B 953 6334050 17 483 X3
1 | Bu loda 613 548 953 6234 050 §19.883 003
17 | Kalsbu Ana Kaka 579682, 553 £.334050 585.018.803
15 | Tarona 576.082.553 6.334 050 502, 416603
| Lou 5.500 141.377 57.008 450 §.5567.147.827
19 | Bera Dolu 648 348 953 5334 050 654683003
20 | Doka Kaka 603 682 553 6,334 050 g10.016 81
21 | Tana Rara 631248853 6334050 637.583003
22 | Bal Ledo 837 M0 953 6.334.050 643 583003
23 | Dedekadu 637548 953 6.334050 S42883003
24 | Ubu Pede 634 548 953 €334 050 £40.883003
25 | Tema Tana 582 B82 553 6.334 050 569218.603
26 | Ubu Raya 594 948 953 8334050 601.283. 000
Z7 | Manola 549682, 553 €.334050 556016803
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HI | WANUKAKA 8.480.822.542 B8.676,700 8.569.499.242
2 | Katily Loku 627.798 953 6334.050 634133.003
25 | Hupu Mada 616,548 953 6.334.050 623.183003
30 | Praibakul 612048 953 6.334.050 618.383.003
31 | Hoba Wawi 612 D4B853 6334.050 615.282003
32 | Waihura 628 548953 §334.050 634883003
33 | Pahola 606 948 953 6.3 34.050 613283003
34 | Bali Loku 615.648 953 B.134 050 621.983.003
35 | Tara Manu 601, 368953 6.334 (50 807.703.003
36 | Marmodu 604548 953 6334 050 610883003
¥ | Rua €10.548.953 6.334.050 616.863.003
35 | Rewa Rara 556.282. 553 6.334.050 562616602
38 | Wei Marngaorma 607 248 553 6.334.050 813.583.003
40 | Ana Wolu 574882 553 6.334.050 581.216.602
41 | Pari Rara 605148 953 6334050 611.483.003

1 | LAMBOYA 6.535.370.483 58.6T4.550 7.005.053.033
42 | Patiala Baws 6541.948.953 6.334.050 648 283.003
43 | wailibo 645848 953 6.334.050 652.182.003
44 | Lamboya Bawsh 521.348853 6.334.050 527.683.003
45 | Waty Karere B4 2 348853 6.334.050 64868303
45 | Kabu Karudi 622 488553 5.334.050 628.823.003
47 | Rajaka 632 448 953 6.334 050 638783.003
45 | Sodana 623.748 953 6.334.050 630083003
43 | Laboya Dete 6483458553 6334 050 854 683.003
50 | Ringu Rara 613.548.953 6.334.050 619823003

Bodo Hula B623.748 953 6,334 050 630.083.003
f2 | Pala Moko 619 548 953 6.334050 625 883.003




KOTA WAIKABUBAK 4.420.808.132 44.338.350 4.485.147.482
53 | Kodaka 836.349.014 6.334.050 642.683.064
54 | Tebara 686.681.752 6.334.050 693.015.803
55 | Kalembu Kuni 650.448. 853 6.334.050 656.783.003
Soba Rade 645.348 953 6.334.050 651.683.003
57 | Lapde 543.382.553 6.324.050 548.716.603
58 | Modu Waimaringu 636.048.953 6.334.050 6842 383.003
5 | Puu Mawo 622 548953 6.334.050 628.883.003
W LABOYA BARAT 2524.029.412 25.338.200 2.549.365.8612
60 | Wee Tana 642.248.953 6.334.050 648.583.003
61 | Gaura 542.048.953 6.334.050 648.383.003
62 | Patiala Dele 617.782.553 6.334.050 624.116 603
Harona Kalla 621.948.953 6.334.050 628.283.003
JUMLAH 38.810.070.100 399.045.150 38.209.115.250

BUPATI SUMBA.BARAT.

Salinan sesuai dengan aslinya ttd

YOHAMNIS DADE

AG SE. JAHA, SH
Pembina Tk. I - IV/b
NIP. 19690824 200312 1 006
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